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Abstract — Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID
terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang
dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa
kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan PMK mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek
penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi
dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas
tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan
keadilan. Kebijakan DID berdampak pada (1) peningkatan penerimaan APBD pemerintah Provinsi yang
digunakan menambah alokasi belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam peningkatan
indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan,
pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Dana insentif daerah, APBN, Pemerintahan daerah, pembangunan daerah, kesejahteraan
masyarakat

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra, dengan populasi 5,2 juta orang. Aceh
mengalami masa pemulihan yang luar biasa pasca periode panjang konflik bersenjata serta gempa
bumi dan tsunami tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 160.000 orang.

Kemiskinan di Aceh telah menurun dari 20% pada 2010 menjadi 16% pada 2018, tetapi masih
di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Pemerintah Provinsi Aceh mengelola dana (per kapita)
jauh lebih besar daripada rata-rata nasional dan ini telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan
dan peningkatan layanan dasar, tetapi kesenjangan - terutama di daerah-daerah terpencil — masih
menjadi tantangan.
Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten: Aceh Barat,
Bener Meriah dan Bireuen. Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Aceh dari 2019 hingga 2022 berfokus
pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan
administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi
lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan
Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Aceh antara lain:

e Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur
Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di
tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

e Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti
mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

e Melakukan evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) antara 2008-2017 dan
mendukung pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti butir-butir rekomendasinya.

e Mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran Dana Otsus
untuk periode 2020-2027, termasuk mengujicoba sistem perencanaan dan penganggaran
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elektronik untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan lebih
baik.

Mendukung Akademi Paradigta dalam melatih dan membimbing perempuan untuk mengambil
peran lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa
dan kegiatan kelompok perempuan.

Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga

desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik

3. Tinjauan Pustaka

3.1 ALUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG
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Gambar 1. Alur Penilaian Kinerja Kampung

3.2 PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH TIM KABUPATEN
3.2.1 PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

Tahapan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja kampung diawali dengan sosialisasi
indikator data penilaian kinerja kampung tahun penilaian bagi kampung-kampung yang telah
memenuhi prasyarat utama. Pelaksanaan penilaian kampung dilakukan dua tahap, yaitu:

Penilaian oleh Kecamatan

DEPIK

Proses penilaian oleh
penilaian oleh kecamatan

Gambar 2. Tahap Penilaian Kampung
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3.2.2 Langkah-langkah teknis persiapan penilaian kinerja kampung

a) DPMK menyurati SKPD pengampu indikator kinerja untuk menyediakan data capaian
pembangunan dari seluruh kampung:
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Perencanaan dan Sistem Informasi Administrasi
Penganggaran Kampung Kependudukan dan
Kampung Pertanahan

8, ©

Gambar 3. Kebutuhan Data Penilaian Kinerja
Kampung Per Bidang

a) Seluruh data untuk penilaian kinerja kampung minimal data N-1.

b) Untuk melihat selisih kinerja (delta) dibutuhkan data kinerja minimal 2 (dua)
tahunsebelumnya.

¢) Jika data dukung bidang di kabupaten tidak tersedia, maka data dukung bidang
terkaittingkat nasional akan dijadikan sebagai referensi penilaian.

3.2 PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH KECAMATAN

Proses penilaian kinerja kampung tingkat kecamatan diawali dengan mengumpulkandata
terkait indikator penilaian kinerja di puskesmas, UPTD terkait kinerja lainnya tingkat
kecamataan, data tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dilakukan penilaian tingkat
kecamatan.

3.3 PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH KABUPATEN

Tim penilaian kinerja tingkat kabupaten terlebih dahulu memastikan telah menerima
hasil penilaian kinerja kampung dari tingkat kecamatan. Selanjutnya tim kabupatenakan
menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi akhir untuk menentukan kampung penerima
DEPIK berdasarkan hasil rapat tim penilai tingkat kabupaten. Penetapanjumlah kampung
penerima DEPIK dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan total alokasi anggaran
yang tersedia.
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3.4 PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA INSENTIF KAMPUNG

Kegiatan penetapan dan penyaluran adalah tahapan akhir proses dari rangkaian kegiatan
penilaian kinerja kampung sebagaimana ketetapan dari peraturan Bupati BenerMeriah Nomor
30 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan
Kampung” adalah sebagai berikut:

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun dari hasil penelitian ada hasil dari pembobotan DEPIK yaitu

Tabel 1. Pembobotan DEPIK

Kategori Kinerja Skor Maks Bobot Nilai Bobot
Pemerintahan 19 15% 29.007.633,59
Perencanaan & Penganggaran 29 22% 44.274,.809,16
Pelayanan Dasar 34 26% 51.908.396,95
Kependudukan dan Pertanahan 10 8% 15.267.175,57
Penanggulangan Kemiskinan 8 6% 12.213.740,46
Sistern Informasi Desa ] 4% 7.633.587,79
Syariat Islam & Adat 9 7% 13.740.458,02
Inovasi 6 5% 9.160.305,34
Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah 11 8% 16.793.893,13

Sumber - Pengolahan data

Tabel 2. Katagori Bidang Pemerintahan Tabel 3. Katagori Bidang Perencanaan dan Penganguran

Nama Desa Skor Nilai Bobaot Mama Desa Skor Nilai Bobot
Mutiara Baru 18,00 1.466.678 Mutiara Baru 9,00 2.382.133
Sedie Jadi 18,00 1.466.678 Sedie Jadi 29,00 2.382.133
Cemparam Lama 18,00 1.466.678 Cemparam Lama 28,00 2.299.990
Cemparam Jaya 18,00 1.466.678 Cemparam Jaya 26,00 2.135.705
Uning Bersah 18,00 1.466.678 Uning Bersah 26,00 2.135.705
Paniji Mulia | 19,00 1.548.160 Paniji Mulia | 29,00 2.382.133
Tingkem Asli 18,00 1.466.678 Tingkem Asli 25,00 2.053.563
Uning Teritit 18,00 1.466.678 Uning Teritit 26,00 2.135.705
Gunung Sayang 18,00 1.466.678 Gunung Sayang 26,00 2.135.705
Mupakat Jadi 17,00 1.385.196 Mupakat Jadi 23,00 1.889.278
Hakim Tungul Naru 16,00 1.303.714 Hakim Tungul Naru 16,00 1.314.280
Reje Guru 17,00 1.385.196 Reje Guru 20,00 1.642.850
Timang Gajah 17,00 1.385.196 Timang Gajah 24,00 1.971.420
Mutiara 15,00 1.222.232 Mutiara 3,00 1.889.278
Kebun Baru 17,00 1.385.196 Kebun Baru 23,00 1.889.278
Kolam Para Kanis 13,00 1.059.268 Kolam Para Kanis 26,00 2.135.705
Ujung Gele 14,00 1.140.750 Ujung Gele 15,00 1.232.138
Perumpaken Benjadi 17,00 1.385.196 Perumpaken Benjadi 21,00 1.724.993
Wer Tingkem 15,00 1.222.232 Wer Tingkem 20,00 1.642.850
Jamur Atu Jaya 10,00 814.821 Jamur Atu Jaya 19,00 1.560.708
Cemparam Pakat Jeroh 11,00 B96.303 Cemparam Pakat Jeroh 22,00 1.807.135
Simpang Renggali 14,00 1.140.750 Simpang Renggali 21,00 1.724.993
Simpur 9,00 0 Simpur 2,00 1.807.135

Sumber : Pengolahan dafa

Tabel 4. Katagori Bidang Pelayanan dasar

Sumber : Pengolahan data

Tabel 5. Katagori Bidang Kependudukan dan Pertanahan

Nama Desa Skor Nilai Bobot _ Nama Desa Skor Nilai Bobot

Mutiara Baru 33,00 2.508.019 Mutiara Baru 9,00 864.180
Sedie Jadi 33,00 2.508.019 Sedie Jadi 7.00 672.140
Cemparam Lama 32,00 2.432.019 Cemparam Lama 10,00 960.200
Cemparam Jaya 31,00 2.356.018 Cemparam Jaya 9.00 864.180
Uning Bersah 33,00 2.508.019 Uning Bersah 9,00 864.180
Panji Mulia | 29,00 2.204.017 Panji Mulia | 9.00 864.180
Tingkem Asli 33,00 2.508.019 Tingkem Asli 7.00 672.140
Uning Teritit 34,00 2.584.020 Uning Teritit 7.00 672.140
Gunung Sayang 30,00 2.280.017 Gunung Sayang 7.00 672.140
Mupakat Jadi 29,00 2.204.017 Mupakat Jadi 7.00 672.140
Hakim Tungul Naru 31,00 2.356.018 Hakim Tungul Naru 7,00 672.140
Reje Guru 26,00 1.976.015 Reje Guru 10,00 960.200
Timang Gajah 29,00 2.204.017 Timang Gajah 7,00 672.140
Mutiara 27,00 2.052.016 Mutiara 5.00 ]
Kebun Baru 30,00 2.280.017 Kebun Baru 9,00 864.180
Kolam Para Kanis 30,00 2.280.017 Kolam Para Kanis 5,00 ']
Ujung Gele 28,00 2.128.016 Ujung Gele 7.00 672.140
Perumpaken Benjadi 26,00 1.976.015 Perumpaken Benjadi 8,00 768.160
Wer Tingkem 32,00 2.432.019 Wer Tingkem 8,00 768.160
Jamur Atu Jaya 31,00 2.356.018 Jamur Atu Jaya 3,00 0
Cemparam Pakat Jeroh 29,00 2.204.017 Cemparam Pakat Jeroh 7,00 672.140
Simpang Renggali 23,00 1.748.013 Simpang Renggali 9,00 864.180
Simpur 24,00 1.824.014 Simpur 6,00 576.120

Sumber : Pengolahan data

Sumber : Pengolahan data
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Tabel 6. Katagori Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Nama Desa

Skor

Nilai Bobot

Mutiara Baru

Sedie Jadi
Cemparam Lama
Cemparam Jaya
Uning Bersah

Panji Mulia |
Tingkem Asli

Uning Teritit
Gunung Sayang
Mupakat Jadi
Hakim Tungul Naru
Reje Guru

Timang Gajah
Mutiara

Kebun Baru

Kolam Para Kanis
Ujung Gele
Perumpaken Benjadi
Wer Tingkem
Jamur Atu Jaya
Cemparam Pakat Jeroh
Simpang Renggali
Simpur

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

710.101
710,101
710.101
710.101
710,101
710.101
710.101
.136.162
710.101
710.101
.136.162

]

-

—

710.101
710.101
710.101
710.101
710,101

(=== == =]

Sumber : Pengolahan dafa

Tabel 8. Katagori Bidang Syariat Islam dan Adat

Tabel 7. Katagori Bidang Sistem Informasi Desa

Nama Desa Skor Nilai Bobot
Mutiara Baru 9,00 1.145.038
Sedie Jadi 8,00 1.017.812
Cemparam Lama 92,00 636.132
Cemparam Jaya 6,00 763.359
Uning Bersah 9,00 1.145.038
Panji Mulia | 9,00 1.145.038
Tingkem Asli 7.00 890.585
Uning Teritit 7.00 890.585
Gunung Sayang 4,00 0
Mupakat Jadi 92,00 636.132
Hakim Tungul Naru 8,00 1.017.812
Reje Guru 8,00 1.017.812
Timang Gajah 5,00 636.132
Mutiara 6,00 763.259
Kebun Baru 2,00 0
Kolam Para Kanis 3,00 636.132
Ujung Gele 5,00 636.132
Perumpaken Benjadi 3,00 0
Wer Tingkem 4,00 0
Jamur Atu Jaya 6,00 763.359
Cemparam Pakat Jeroh 3,00 0
Simpang Renggali 2,00 0
Simpur 3.00 0

Sumber : Pengolahan data

Tabel 9. Katagori Bidang Inovasi

Nama Desa Skor Nilai Bobot Nama Desa Skor Nilai Bobaot
Mutiara Baru 9,00 1.145.038 Mutiara Baru 6,00 1.832.061
Sedie Jadi 9,00 1.145.038 Sedie Jadi 6,00 1.832.061
Cemparam Lama 7,00 890.585 Cemparam Lama 6,00 1.832.061
Cemparam Jaya 7,00 890.585 Cemparam Jaya 4,00 1.221.374
Uning Bersah 4,00 0 Uning Bersah 2,00 0
Panji Mulia | 5,00 636.132 Panji Mulia | 2,00 0
Tingkem Asli 8,00 1.017.812 Tingkem Asli 2,00 0
Uning Teritit 8,00 1.017.812 Uning Teritit 2,00 0
Gunung Sayang 5,00 636.132 Gunung Sayang 4,00 1.221.374
Mupakat Jadi 6,00 763.359 Mupakat Jadi 4,00 1.221.374
Hakim Tungul Naru 2,00 0 Hakim Tungul Naru - 0
Reje Guru 3,00 636.132 Reje Guru - 0
Timang Gajah 2,00 636.132 Timang Gajah 2,00 0
Mutiara 3,00 0 Mutiara 2,00 0
Kebun Baru 4,00 0 Kebun Baru - 0
Kolam Para Kanis 6,00 763.339 Kolam Para Kanis - 0
Ujung Gele 3,00 0 Ujung Gele 2,00 0
Perumpaken Benjadi 2,00 0 Perumpaken Benjadi - 0
Wer Tingkem 3,00 0 Wer Tingkem - 0
Jamur Atu Jaya 9,00 1.145.038 Jamur Atu Jaya - 0
Cemparam Pakat Jeroh 9,00 1.145.038 Cemparam Pakat Jeroh - 0
Simpang Renggali 7.00 890.585 Simpang Renggali 2,00 0
Simpur 7.00 890.585 Simpur - 0

Sumber : Pengolahan data

Tabel 10. Katagori Bidang Pelestarian Lingkungan
dan Pengolahan Sampah

Nama Desa Skor Nilai Bobot
Mutiara Baru 8,00 1.188.948
Sedie Jadi 9,00 1.337.567
Cemparam Lama 9,00 1.337.567
Cemparam Jaya 9,00 1.337.567
Uning Bersah 10,00 1.486.185
Panji Mulia | 8,00 1.188.948
Tingkem Asli 11,00 1.634.804
Uning Teritit 10,00 1.486.185
Gunung Sayang 7,00 1.040.330
Mupakat Jadi 3,00 0
Hakim Tungul Naru 6,00 891.711
Reje Guru 10,00 1.486.183
Timang Gajah 1,00 0
Mutiara 8,00 1.188.948
Kebun Baru - 0
Kolam Para Kanis - 0
Ujung Gele 1,00 0
Perumpaken Benjadi 8,00 1.188.948
Wer Tingkem 4,00 0
Jamur Atu Jaya 3,00 0
Cemparam Pakat Jeroh - 0
Simpang Renggali 1,00 0
Simpur - 0

Sumber : Pengolahan data

Sumber : Pengolahan data

Tabel 11. Total Capaian

MNama Desa Nilai Bobot
Mutiara Baru 12.627.268
Sedie Jadi 12.456.621
Cemparam Lama 12.204.858
Cemparam Jaya 11.385.092
Uning Bersah 10.739.995
Panji Mulia | 10.572.687
Tingkem Asli 10.466.000
Uning Teritit 10.371.475
Gunung Sayang 10.056.456
Mupakat Jadi 8.718.238
Hakim Tungul Naru 8.691.836
Reje Guru 8.468.258
Timang Gajah 8.109.116
Mutiara 7.825.933
Kebun Baru 7.658.882
Kolam Para Kanis 7.351.334
Ujung Gele 7.049.387
Perumpaken Benjadi 7.043.312
Wer Tingkem 6.383.326
Jamur Atu Jaya 6.023.016
Cemparam Pakat Jeroh 9.979.395
Simpang Renggali 2.477.935
Simpur 4.737.379

Sumber ; Pengolahan data
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5. Kesimpulan
Pola pemberitan insentif kampung berbasis kinerja sangat efektif dalam peninkatan tata kelola
pemerintahan kampung dan pemenuhan 6 kebutuhan dasar dalam kewenangan kampung sehingga
terjadi pembagian peran dan pendanaan, sinergi program kegiatan antara kabupaten dan. Untuk
mendapatkan insentif dari kabupaten, kampung harus memenuhi indikator-indikator kinerja
sebagaimana yang sudah ditetapkan, kampung yang sudah baik tatap mempertahankan kinerjanya
sedangkan kampung yang belum baik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja kampung.
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